PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN I{ERJA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KAL

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN }E‘:ARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -+~

NOMOR v TAHUN 2021
TENTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT -

GUBERNUR KALIMANTAN -BA’RAT, B

bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor 69' '
Tahun 2017 telah ditetapkan P@mbentukan Susunan
Orgamsasg Tugas dan Fungsi, serta ’I‘ata I{elja Umt-
Pelaksana Teknis Labor atomum I\esehaian Kezjaﬁ
Provinsi Kalimantan Barat; L

bahwa berdasarkan ketentian Pasal 11 ayat (2) huruf d
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 12 Tahun 201
tentang Pedoman Pembentukan dan Iﬂamfzkam Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Tekms; Daerah menye‘butkan
bahwa kriteria pembentukan UP‘TD PI”GVII”ISI yai*t
tersedianya sumber daya yang mehpu'izl pegawai
pembiayaan, sarana dan’ prasarana

bahwa dalam rangka . efisiensi dan efektzvztas
pelaksanaan tugas dan fungsi ch bzdaﬂg peiayanan
laboratorium  Kesehatan ~Kerja = dan pengawasan
ketenagakerjaan, perlu dﬂakukan evaluasz terhadap
Unit Pelaksana Teknis Labaratomum hesehatan Kezja
Provinsi Kalimantan Barat, untuk. dqtu Pemturan:
Gubernur Nomor 69 Tahun 201’7 peﬂu d,lo‘antl

bahwa  berdasarkan - perﬁmbangan sebaga;mana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan’ huruf cy peﬂu
menetapkan . Peraturan - Gubemur tentang
Pembentukan, Susunan Orgamsasz, Tugas dan Fungm
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Labomtmmm
Kesehatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat; .

Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasér Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; =

Undang-Undang Nomor = 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah- Daerah Otonom - Provinsi
Kalimantan Barat, Kahmantan Selatan dan: Kahmantaﬁ
Timur (Lembaran Negara Repubhk IndoneSla 'I‘ahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repub1
Indonesia Nomor 11086); '
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19’70 tentang e
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Repubhk; .
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, (Tamhahan Lembaran:}-}-'_

Negara Repubh}{ Indonesia Nomo:r 2918);.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ‘tentarig
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Repubhk Indonema“ﬂ'
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara. =~ = .
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimmla telah
diubah beberapa kali dan tferakhir dengan Undang-. = . .
Undang Nomor 11 Tahun 2020 temang Cipta: Kegjar- -

(Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Tahun ' 2020 FERE RN
Nomor 245, Tambahan - Lembaran Negara Repubhk' RS B

Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur: - ERe
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia . o 5
Tahun 2014 Nomor 6, Tambalian Lembaran Negara-.._'--:{i_'_? e

Republik Indonesia Nomor 5494); -

Undang-Undang Nomor 23 Tahun - 2014 tentanwz" : :
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhl{,_-,
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran‘..“:. L

Negara Republik Indonesia Nomor:SSS'?} sebaga}mana
telah diubah beberapa kali - dan  terakhir _dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ‘Lentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 6573); :

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenta
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Irzd onesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Neg&ra
Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagalmana telah
diubah dengan Peraturan Pemetintah Nomor 72 Tahu
2019 tentang Perubahan Atas Peramran Pemerintah:
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daemh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Re pubhk.
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Talmn 201‘7 tentaj‘w
Manajemen - Pegawai Negem 31}‘:)11 (Lembaraﬂ Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran WNegara Repubhk Iﬁdonesza Nomor 6037)
sebagalmana telah  diubah dengan _Peraturan:
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 temang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Mangjemen Pegawai . Negem Szpﬂ (Lembaran_:_
Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Ind{mesm Nomor:"-
6477); | | S

Peraturan Presiden Nsmcr 21 Tahun 2010 tentang'
Pengawasan Ketenagakergaan

Peraturan Menteri Dalam Negem Nomor 19 Tahun 2017'
tentang Pedoman Pembentukan dan Kiasmkam Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berlta Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4 5 1) :
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Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKA:

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengem .'3  .:
L .
2.
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11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang =~ = =
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi = = = .
Kalimantan Barat {Lembaran . Daerah - Provmsz;-,;:';”_'_ e
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan'-:_{_-g SR
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor:6} = 0
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir_f’-;; R
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021: tentang' .
Perubahan Kedua Atas Peraturan: Daerah Nomor 8 =
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan. Susunan__-} LR R
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran =~ .~
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor © = ..
5, Tambahan Lembaran Daera.h Prcvmsz, Kahmantanf; R
Barat Nomor 5); : e

12. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2021 tentang'

serta Tata Kezja Dinas Tenaga Kelj;a dan Transngrasz___:f’-_ B
Provinsi Kalimantan Barat- (Berita Daerah Promnsz_;;- e
Kalimantan Barat Tahun 2()21 Nomor 118) R

MEMUTUSEKAN :

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT ~PELAKSANA TEKNIS LABORATO UM
KESEHATAN KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT -

BAB 1 |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Provinsi Kahman‘tan Barat

Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai v_nsur _3_3_; penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang mezmmpm p@}aksaﬂaan umsan:pememntahan_
yang menjadi kewenangan va1ns1 Kalimantan Ba,ra't :
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. '

Dinas Tenaga Kerja dan Trans smigrasi Pros ’msz Kamuantan Bmat yunb:
selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan p@menntahan_
di bidang tenaga kerja dan urusan di bidang’ transmlgram L

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga: Ke}:ja dam Ti ansmlgl as1 Provmsi |
Kalimantan Barat. : . _ : S R

Unit Pelaksana Teknis Laboratomum Kesehatan Kerja Promnm Kahmantan
Barat yang selanjutnya disebut UPT Labm*&tonum Kesehatan I{ezj v daﬁi:“h
unit teknds operasional yang Telaksanakan keglaiaﬂ *tekms terteﬁ*u-
dibidang pelayanan Ilaboratorium . kesehataﬁ kerja dan pengawas n
ketenagakerjaan, : : : : '

Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratormm Kesehatan Kerja
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20.
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22.
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Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi:'b'adi' |
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian keija yang v

bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut’ Pegawal ASN e
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah  dengan- perganjlan .
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas . SRR
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara iamya daﬁ IO N

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS aciaiah Warga ﬂegara : '_ .: Co
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai- Pegdwai ASN NS
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk’ mendudukl gabatan Cel

pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan vang berisi fuﬁ'gsi' ’dan":_-_: o B
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemermtah&m SIS BT

dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang mendudukz Jabatan.': R

Administrasi pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah yang selanjutnya dlsmgkat JF adaiahi_-f; ;. '_ _.
sekelompok jabatan yang Dberisi fungsi dan tugas berkaitan. deﬂgan:_:.'__.? B FE
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian- da,n keter&mpﬂan ;_i" S

tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan . e

Fungsional pada instansi pemerintah.

Kesehatan kerja adalah kesehatan di tempat kerja atau masalah kesei'latal“z"::'__ i

yang timbul akibat kerja.

Keselamatan kerja adalah suatu kegiatan yang ditujukan un’mk mencegah';ii :
semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan hngk:ungan dan sa‘i,uasr_'j_ Sl

kerja.

Lingkungan kerja adalah tempat kerja maupun di luar tempat kerga untuk__g__ . .
melakukan aktivitas kerja yang dapat mempengaruhi’ 'tenaga 1{63{:}8. dan;.-' PR

produktivitas kerjanya;

Tenaga kerja adalah tiap-tiap orang yang mampu melakukml pekerjaanf. | E
baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna m@nghasﬂkan jasa atau":j!: G
barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan;{_.ij-_'

alat produksi utamanya dalam proses produlksi.

Pengujian adalah suatu tindakan yang dilakukan olel pegawai yaﬂg be; ]:1 alg .;:.: -
untuk membandingkan dengan standard/nilai ambang batas yaﬂg Sesua;;_ e

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelatihan dan penyuluhan adalah pelayanan yang di selenggarakaﬂ dalam
rangka pemberian pengetahuan dan keterampilan dlbldang Hlperkes dan e

Keselamatan Kerja.

.Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran 1(11?1613& dan:-';_-_'._}'_;
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pericapaian - hasﬂ yang

diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga 1{81'}&?..:.5:.. SR

pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
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23. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3} merupakan instrumen yang
memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masvarakat
sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tfersebut -
merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan K3 bertujuan -
mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan resiko kecelakaan kerja (zem SR
accident).

24. Perusahaan adalah :

a) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
persecrangan, mili persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan :

b} Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai- penguras

dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau lm‘ba}an o
dalam bentuk lain.

BAB Il
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Laboratorium Kesehatan SEENE B
Kerja.

{2) UPT Laboratorium Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud. pada a.ya‘t (1) B
adalah Unit Pelaksana Teknis kelas A dengan wilayah kerja: mehpuu L
wilayah Provinsi Kalimantan Barat. -

BAB Il
KEDUDUEKAN

Pasal 3

UPT Laboratorium Kesehatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPT yaﬂg; R

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kep&da Kepa}a_-._.'_
Dinas.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT Laboratorium Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan- kematan
teknis operasional dan kegiatan teknis tertentu di bidang peiayanan :
laboratorium kesehatan kerja, serta pengawasan kesehatan  kerja - da_n
lingkungan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARD PRERANQEAT DABRAN
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Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT
Laboratorium Kesehatan Kerja mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja UPT Laboratorium Kesehatan Kerja;

b, perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum,
pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan
Kerja;

c. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pelayanan laboratorium kesehatan
kerja, serta pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja;

d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang higiene dan keselamatan
kerja penyelidikan dan pengujian higiene perusahaan lingkungan kerja
termasuk kualitas udara kesehatan kerja dan toksikologi keselamatan
kerja;

e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan kerja,
ergonomi dan gizi keria,

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang
pelayanan laboratorium kesehatan kerja, serta pengawasan kesehatan
kerja dan lingkungan kerja; dan

g. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan laboratorium kesehatan kerja,
serta pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja yang diserahkan
oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Kerja sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari ;

a. Kepala UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Kesehatan Kerja; dan

d. Seksi Pengawasan Kesehatan Kerja dan Linglkungan Kerja.

(2) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Kerja sebagazmana' =
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang me:upakan SO

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah

unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan - tugas -telmis”:_ o

operasional di bidang laboratorium kesehatan kerja, serta’ pengawasan .
kesehatan kerja dan lingkungan kerja berdasarkan kebijakan Kepaia Dinas ™
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HARO PERANGEAT DARRAH
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Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepaia UPT EIR
mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Laboratomum Kesehatan'_." RN
Kerja;

b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang laboratoriuim kesehataﬂ
kerja sesuai ketentuan peraturan per nndaﬂgvundangan

c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan kesehataﬁ el
kerja dan lingkungan kerja sesuai ketentuan peraturan” perundang— ST
undangan; : ST B

d. pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPT - Lab_('):rafor'i:t_iii’};.: e
"Kesehatan Kerja; IR O Sl

e. pengendalian kegiatan di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja, _ g L

pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja, o EETRE

g. pelaksanaan fungsi lain di bidang laboratorium Lesehatan kezja Séf:r‘i,zet_f:5’_;.3-E L

pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja . SGSl.lal ketenman’-__?_f
peraturan perundang-undangan. -

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal ©

Sub Bagian Tata Usaha sebagarmana dimaksud dalam: Pasal 6 ayai (1) hul uf b i

mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, monitoring dém evaluasu o
pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan"’-f., gerie
keuangan dan aset di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerga SR

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Bagza,li
Tata Usaha mempunyai fungsi : :

a. penyusunan dan penyelarasan prograim kerja serta pelaksaﬁaan s
monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT Laboratomum Kesehatan Kerja" ' i Pt

b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi: dan tatalaksema cil Lo
lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja; :

c. pelaksanaan wurusan umum dan tata usaha  di’ 11ngkungan UPT g
Laboratorium Kesehatan Kerja;:

d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan ase't di Imgkungan UPT ;'j'f:: :-
Laboratorium Kesehatan Kerja; L R e
e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkuh'gali'_ UP’I‘ -_Laborat;jz%ium-_'_ e
Kesehatan Kerja; dan - | S e
f.  pelaksanaan fungsi lain di bidang tata usaha yang d1serahkan oleh Kepala e

BARG FRRANOREAT DalRaH
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Bagian Kelima
Seksi Kesehatan Kerja

Pasal 11

Seksi Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, |

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang higiene dan keselamatan | |
kerja baik yang berpengaruh terhadap pekerja maupun masyarakat sekitar
perusahaan, pengujian dan penelitian terhadap keselamatan kerja dan sarana -
kerja, keschatan kerja, ergonomi, serta gizi kerja sesuai ketentuan peraturan S

perundang-undangan,

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 11, Sek:s:t: .
Kesehatan Kerja mempunyai fungsi : '

a.
b.

Seksi Pengawasan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Keijé séb'égaifﬁé{ﬁé Sl

penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Kerja;

pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang kesehatan. kerja hlgler*e RN

dan keselamatan kerja, kesehatan kerja, ergonomi dan gm ker}a,

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan kerja hlg:{ene'_-' : R

dan keselamatan kerja, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi kerja

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pe*‘zgujzah dan pm&eh‘uaﬁ_--_". i
lingkungan kerja, pengujian dan penelitian terhadap keseiamatan ker;a dzm Rt R

sarana kerja;

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan kezja,'_”f:_:_:.

ergonomi dan gizi kerja;

pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Kerja;

pemberian saran dan permmbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas-ii:i
dan fungsi di bidang kesehatan kerja, higiene dan keselamatan kelja,-_

kesehatan kerja, ergonomi dan gizi kerja; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang kesehatan keija hrtglene da.n'._-_i’_ =
keselamatan kerja, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi 1{81‘_}8_ yang R I

diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Keenam

Seksi Pengawasan Kesehatan Kerja dan Linglkungan Kerja

Pasal 13

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas me}aksanakaﬂ
kegiatan di bidang pengawasan kesehatan kerja . dan hngkungan keria Sesua:i
ketentuan peraturan perundang-undangan.

ARG PERANGHAT DARRATE
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Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam: F’asai i?ﬁ Seks,l R
Pengawasan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja mempunyai fung31 ' .

a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Kesehatan Kerja danf'f_ "
Lingkungan Kerja; o SR

b. pengumpulan dan pencfo}ahan bahan di bidang pengawasan kesehatanff_._f
kerja dan lingkungan kerja; _ R R R

c. pelaksanaan kegiatan teknis operasioanal di bidang pengawas&m kesehatan: St
kerja dan lingkungan kerja; - :

d. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan . Kesehatan I{erja dan_f_
Lingkungan Kerja; - ARt R

e. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas_; e
dan fungsi di bidang pengawasan kesehatan kerja dan hngkungan ker;;a AR U

f. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan k:esehatan kerja dan'-'__ S
lingkungan kerja yvang diserahkan oleh Kepala UPT. - R

Bagian Ketujuh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsmnal

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di- bawah dan bertanggung_ —
jawab secara langsung kepada. Pejabat Pimpinan’ ngg1 Pratama Pegabat"'""
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang merniliki’ keterkaafaaﬂ delwan_ e
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan Jengangnya sesualf-"'
ketentuan peraturan pemndang-undangan - s :

(2) Kelompok Jabatan I‘ungsxonai memiliki tugas membenkan pelayanan:""{'; i
fungsional yang berdasarkan keahlian dan ketexja;npﬂaﬂ s_e_:sua_l__ keient_u_an'_' o
peraturan perundang-undangan. ' . S i

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional dz’cﬁtapkan sesuai k&tentuan;_:_"fﬁ-"'?-
peraturan perundang-undangan: '

BABV
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

{1} Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dam Pegawai ASN:}.;‘_'EE_-:'-'i-j:
vang mementuhi persyaratan sesuai ketentuan peratuzan peruncia:ag—}{__ _':;' a5
uridangan. - R

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional dl&mgﬁk&t dan Pegawal ASN;_---';':_ i
vang memenuhi persvaratan sesuai Letentuan geraturan pezundang« S
undangan. : S e

(3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan UPi ‘Labor: atorlum Kesehatang_f;ﬁ_'- e
Kerja memperhatikan syarat dan kompetensi Jaba’san sesueu ke‘i:entuan' =

peraturan perundang-undangan:
HARDG PERRAR
U :

DARRAN

ARTETTH 1 wehes '} :




(4)

(5)
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Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan ”bagi :
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Formasi Pegawai ASN di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja
disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 17

Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi,

mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada

bawahannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan P&jab'a‘i'; o
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi - dan = =

sinkronisasi, baik di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kelja :
maupun antar Instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsmya

Kepala UPT dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan d1 -
lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja dan mengambil. langkahu R
langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai keten‘tuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 18

Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sec&ra-_._ ; e
periodik maupun sewakiu-wakiu dan tepat walktu kepada Kepaia T)maca.. SR

maupun kepada perangkat daerah terkait.

Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Dinas
secara tepat waktu yvang disusun sesuai ketentuan peratman perundangm-_-___ -

undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait.

Setiap pegawai di lingkungan UPT Laboratorium Keseha‘tan Kerj ja Wajl'b_' = _
mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaﬁ{an laporan i
pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada_ﬁf L

atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang undaﬂgan -
Setiap pejabat wajib mengolah laporan yang diterifha. dari bawahaﬂ danil :

menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pert‘lmbangan dalam':.”.

memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

5
I,
i

r
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BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

(1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralzsam d1bebankanf:
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. : '

(2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas pembaﬁman dan tugas"_:;_ .
lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanga Nega}:a i

BAR VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan ke;ja sa_ma yang baﬂ{ dqia.m_'*‘ e
kegiatan pemantaunan dan evaluasi serta fasmtasz penataan kelembagaan dan"“'
analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi blrokrasa dan’ akunta’blhtas

kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertangguﬂg J&W&b .'ch
bidang organisasi. -

BAB IX |
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai- berlaku Pegawm ASN yang
melaksanakan tugas pada UpPT - Laboratorium Kesehataﬂ Kerja tap
melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasa:n yang baru*.rda“ "
Pejabat Pembina Kepegawaian. - :

BAB X
KETENTUAN PENUTUP ~

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai beriaku Peraturan Gubernur_._;_ fo
69 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan O1gamsas:t Tugas dan P‘ungsz,
serta Tata Kerja Unit Pelaksana ’I‘elmls Laboraiormm Kesehatem Kerja P1 ovm
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Ka}mantan Bam‘t Tahun 20'1 '7_1---_-
Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ' |

I wame PRERANGRAT DARRAR
l BURUM | PEMEANARS

: 51
{
i

\

ABISTER I BEEDA D




- 12 -
Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari 2022.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan o
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah - Provinsi -
Kalimantan Barat. ' '

Ditetapkan di Pontianak -~ SR _

& % 4 i s, T
pada tanggal 4 %“%&“ﬁ%% L)
£ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, | -

Diundangkan di Pontiar%akb
pada tanggal 2 et dwZ {

Pj. SEKRETARIS DAERAH
Pf%.OVINSI KALIMANTAN BARAT,

AMUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR - } &4 =+

w ol




LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KRRJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KERJA
PROVINS] KALIMANTAN BARAT

KEPALA UPT

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
PENGAWASAN KESEHATAN | o000
KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA} 0

SEKSI
KESEHATAN KERJA

# GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, =




